
 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

JL. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651 

Telp.  (0756) 21301 Fex. 22070 P A I N A N  

 

 

KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR :  49 / DPRD-PS/2017 

 

T E N T A N G 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

.ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

DISETUJUI MENJADI       

PERATURAN DAERAH  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   

 

Menimbang : a. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2018; 

  b. bahwa telah dilakukan pembahasan atas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2018;  

  c. bahwa untuk mewujudkan  sebagaimana dimaksud point (b) 

diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 

(Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  

Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3581); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lampiran 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2016: 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3);  

24. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan 

Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 

  
 

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal …… s/d …. /…. 

2017. 

 



 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :  

KESATU : Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2018, menjadi Peraturan Daerah Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2018;  

 

KEDUA 

 

: Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bupati Pesisir Selatan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

 

Ditetapkan di   : Painan 

Pada tanggal   : …..  /…….  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

Ketua, 

 

 

 

 

DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP 

 



Tembusan disampaikan: 

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang. 

2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan. 

3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.  

4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR : 50 / DPRD-PS/2017 

DAN 

BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR : 180 /       /Kpts/BPT-PS/2017 

 

T E N T A N G 

 

PERATURAN DAERAH 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

  KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGRAN 2018 

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan telah menerima Rancangan Peraturan Daerah 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 menjadi 

Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

dan Bupati Pesisir Selatan membuat Persetujuan yang 

dituangkan dalam bentuk Persetujuan Bersama.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran 

Negara Republim Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  Jo Undang-

Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1643); 
 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2016; 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

 

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 



Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lampiran 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2016; 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2016; 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3); 
 



24. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata 

Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada 

tanggal …… s/d ...... September 2017. 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

 

KESATU : Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan dan Bupati Pesisir Selatan tentang Peraturan Daerah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun Anggaran 2018; 

  

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati 

Pesisir Selatan menyetujui Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 

dengan rincian sebagai berikut : 

    

APBD Semula 

Perubahan APBD 

Bertambah Sebesar 

 

I.   Pendapatan 

     Sebelum Perubahan 

     Setelah Perubahan 

     Bertambah 

 

II.  Belanja 

     Sebelum Perubahan 

     Setelah Perubahan 

     Bertambah 

     Surplus/Devisit 

 

III. Penerimaaan Pembiayaan 

     Sebelum Perubahan 

     Setelah Perubahan 

     Bertambah 

 

IV. Pengeluaran  

:       1.608.623.595.305,00 

:       1.716.966.202.919,00 

:          108.342.607.614,00 

 

:            g 

:       1.517.133.888.746,00 

:       1.469.265.928.568,00 

:           (47.867.960.178,00) 

 

 

:       1.679.919.682.045,00 

:       1.691.748.756.789,85 

:            11.829.074.745,00     

:         (222.482.828.221,85) 

 

 

:          181.570.793.299,00 

:          241.267.828.221,85 

:            59.697.034.922,85 

 

 



     Sebelum Perubahan 

     Setelah Perubahan 

     Bertambah 

 

    Pembiayaan Netto 

    Sebelum Perubahan 

    Setelah Perubahan 

    Bertambah 

 

:            18.785.000.000,00 

:            18.785.000.000,00 

:                                   - 

 

 

:          162.785.793.299,00 

:          222.482.828.221,85 

:            59.697.034.922,85 

 
 

KETIGA : 

 

 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat persetujuan bersama dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun Anggaran 2018; 

 

KEEMPAT : Persetujuan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

terjadi kesalahan alam penulisan ini akan dilakukan perobahan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di  : Painan 

Pada tanggal  : …..  September  2017 

 


